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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak 
terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di 
suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka akan saya pertanggung jawabkan. 
 

















TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PINJAM 
MEMINJAM PADA KOPERASI MITRA DHUAFA CABANG JATINOM 
Abstrak 
Koperasi merupakan yang anggota-anggotanya setiap orang mempunyai 
kepentingan langsung di bidang pinjam meminjam dan bertujuan untuk membantu 
keperluan pinjam meminjam para anggota yang sangat membutuhkan dengan 
syarat dan bunga yang ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan proses perjanjian pinjam meminjam, peraturan serta hak dan 
kewajiban antara koperasi dengan nasabah, dan mengetahui tanggung jawab 
hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Metode penelitian 
bersifat normatif karena dalam penelitian ini yang akan di teliti adalah kaidah-
kaidah hukum, asas-asas hukum dan tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan 
pinjam meminjam di koperasi. Sifat penelitian adalah deskriptif yang dimana 
menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang perjanjian pinjam 
meminjam. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam melakukan perjanjian 
pinjam meminjam sebelum terjadi kesepakatan harus memenuhi syarat 
administrasi dan syarat hukum. Kemudian pada saat terjadi kesepakatan itu kedua 
belah pihak melakukan penandatanganan perjanjian yang di buat oleh koperasi. 
Setelah melakukan penandatanganan kedua belah pihak terikat untuk melakukan 
perjanjian pinjam meminjam, karena kedua belah pihak mempunyai hubungan 
hukum untuk melakukan hak dan kewajiban. Hak koperasi merupakan kewajiban 
nasabah, hak nasabah merupakan kewajiban koperasi. Apabila salah satu pihak 
tidak melakukan kewajiban maka ia harus bertanggung jawab atas dasar 
wanprestasi. Sehingga dalam pasal 1243 KUHPerdata yang bersangkutan harus 
bertanggung jawab mengganti kerugian. 
Kata kunci: Perjanjian Pinjam Meminjam, Hak dan Kewajiban, Tanggung 
Jawab Hukum 
Abstract 
Cooperatives whose members each have a direct interest in lending and borrowing 
and aims to assist the borrowing needs of members who are in desperate need 
with light conditions and interest. This study aims to determine the 
implementation of lending and borrowing agreements, rules and rights and 
obligations between cooperatives with customers, and know the legal 
responsibility if one party to default. The method of research is normative. The 
nature of descriptive research which where describe thoroughly and systematically 
about lending and borrowing agreement. The result of the research shows that in 
performing loan and lending agreement before the agreement has to fulfill the 
administrative requirement and legal requirement. Then at the time of the 
agreement both parties signed the agreement made by the cooperative. After 
signing the two parties are bound to enter into a loan and lending agreement, 
because both parties have a legal relationship to exercise their rights and 
obligations. The right of the cooperative is the obligation of the customer, the 
right of the customer is the obligation of the cooperative. In the event that one 
party does not perform an obligation, it shall be liable on the basis of default. So 
in article 1243 of the Civil Code concerned shall be liable to indemnify. 
Keywords: Borrowing Agreement, Rights and Obligations, Legal Liability 
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1. PENDAHULUAN
Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap dibidang usahanya untuk
mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu
bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat
adalah masalah simpan pinjam.1
Berbicara tentang pinjaman atau disebut dengan utang piutang bukanlah 
hal yang asing ditelinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah 
persoalan soal utang piutang. Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak 
yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan adalah uang. 
Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-
meminjam, hal ini dengan adanya koperasi simpan pinjam yang diharapkan dapat 
membantu perekonomian bagi masyarakat miskin. Sehingga muncul nasabah-
nasabah ke koperasi untuk melakukan perjanjian simpan pinjam.sebagaimana 
diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi ”suatu perjanjian adalah 
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 
satu orang lain atau lebih”. 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang  Perkoperasian menyatakan 
bahwa  koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan 
atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya 
sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan 
bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip 
koperasi. Pada dasarnya jenis koperasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut: 
a) Koperasi konsumsi (menyediakan barang konsumsi anggota), b) Koperasi
produksi (menghasilkan barang bersama), c) Koperasi simpan pinjam (menerima 
tabungan dan member pinjaman), d) Koperasi serba usaha (campuran).2 
Dalam Pasal 1754 KUHPerdata pinjam meminjam adalah suatu perjanjian 
dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah 
tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa 
1Partadiredja Atje, 2000,  Manajemen Koperasi, Jakarta: Bharata, hal. 3 
2Andjar Pachta W dkk, 2005,  Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan dan 
Modal Usaha, Jakarta: Kencana Prenanda Media, hal. 25; 
3 
 
pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam 
dan keadaan yang sama pula. 
Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam harus memenuhi syarat-
syarat yang di perlukan untuk sahnya suatu perjanjian yaitu terdapat pada pasal 
1320 KUHPerdata yang menyatakan: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 
empat syarat yaitu: 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya, 2) Kecakapan 
untuk membuat suatu perikatan, 3) Suatu hal tertentu, 4) Suatu sebab yang halal. 
Perjanjian pinjam meminjam menimbulkan suatu hubungan hukum antara 
kreditur dan debitur. Apabila salah satu pihak lalai dalam melakukan 
kewajibannya maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan 
kepada pihak lain atas dasar wanprestasi. 
Berdasarkan latar belakang yang tersebut di atas, maka panulis 
merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana proses pelaksanaan 
perjanjian pinjam meminjam antara Koperasi dan nasabah di Koperasi Mitra 
Dhuafa Cabang Jatinom ? 2) Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban 
antara Koperasi dengan nasabah di Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jatinom ? 3) 
Bagaimana tanggungjawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan 
atas dasar wanprestasi ? 
2. METODE  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
metode normatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini di lakukan di Koperasi Mitra Dhuafa 
Cabang Jatinom. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang 
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data secara 
studi kepustakaan, studi lapangan dilakukan dengan wawancara dengan para 
pihak. 
3. HASIL PENELITIAN 
3.1 Proses Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam antara Koperasi  
dengan Nasabah pada Koperasi Mitra Dhuafa 
3.1.1 Sebelum Terjadi Kesepakatan  
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Dalam proses pemberian pinjaman sebelum terjadi kesepakatan 
perjanjian pinjam meminjam nasabah harus mengajukan permohonan 
pinjaman yang dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1) 
perempuan, 2) mendapat izin suami, 3) kelompok, 4) untuk usaha, 5) 
mengikuti LWK, 6) lulus. Setiap pemberian pinjaman terdapat beberapa 
proses yang harus dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:Dalam 
pengajuan permohonan pinjaman calon nasabah datang sendiri untuk mengisi 
formulir yang telah disediakan oleh pihak koperasi. Pengajuan permohonan 
tersebut harus dilengkapi dengan menyerahkan syarat-syarat mengisi formulir 
pengajuan, persetujuan, dan pencairan yang telah disediakan oleh pihak 
koperasi. Selanjutnya pengecekan lapangan, survei lapangan dilakukan 
langsung oleh pihak koperasi apakah data yang di isikan dalam formulir 
pengajuan sudah sesuai dengan pinjaman yang dimintakan oleh nasabah 
kepada pihak koperasi. Setelah dilakukan survei dan telah terpenuhi semua 
maka pihak koperasi akan merealisasikan permohonan pinjaman nasabah. 
3.1.2 Pada Saat Terjadi Kesepakatan 
Pada saat terjadi kesepakatan antara debitur dan kreditur.Dalam 
melakukan kesepakatan maka pihak koperasi memberikan formulir yang harus 
diisi oleh pihak debitur, didalam formulir berisi data-data calon debitur, 
catatan prestasi anggota, analisa kemampuan biaya rumah tangga, pengajuan 
persetujuan, dan pencairan. Yang mana debitur telah menerima baik 
pemberian fasilitas pinjaman tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang 
termasuk dalam perjanjian ini dan jumlah pinjaman yang diberikan oleh 
koperasi kepada debitur berdasarkan fasilitas pinjaman ini belum termasuk 
bunga. Koperasi akan membuat dan memelihara pada pembukuannya atau 
suatu catatan/administrasi atas nama debitur mengenai/sehubungan dengan 
pemberian fasilitas pinjaman tersebut, dalam catatan/administrasi maka akan 
dicatat pinjaman yang telah diberikan, pembayaran kembali pinjaman serta 
perhitungan dan pembiayaan bunga dan jumlah uang lain yang wajib dibayar 




3.1.3 Setelah Terjadi Kesepakatan 
Setelah terjadi kesepakatan para pihak yang telah melakukan 
kesepakatan maka timbul hubungan hukum antara pihak koperasi dan 
nasabah, maka dari itu menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. 
Pihak koperasi hanya terikat dan berkewajiban menyediakan pinjaman untuk 
debitur dan nasabah berhak mendapatkan pinjaman dari koperasi serta 
berkewajiban melunasi seluruh pinjaman serta biaya-biaya lain yang 
dibebankan oleh pihak koperasi kepada debitur dan para pihak harus 
mematuhi peraturan hukum yang berlaku. 
3.2 Peraturan Serta Hak Dan Kewajiban Antara Koperasi Dengan Nasabah 
Peraturan serta hak dan kewajiban antara koperasi dengan nasabah 
peraturan yang digunakan adalah perjanjian pinjam meminjam Nomor: 142-
01/MBA/KMD-JTN/III/2018, yang mana koperasi hanya terikat dan 
berkewajiban menyediakan pinjaman untuk nasabah dan nasabah yang berhak 
mempergunakan pinjaman yang diperolehnya dari koperasi untuk tujuan 
pinjaman.sedangkan debitur wajib melunasi seluruh pinjamannya termasuk 
bunga, dan biaya lain yang dibebankan oleh koperasi kepada debitur 
selambat-lambatnya sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian ini. 
3.3 Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Atas 
Dasar Wanprestasi 
Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan 
atas dasar wanprestasi.Disini pihak debitur melakukan kelalaian karena 
selama 3 (tiga) kali berturut-turut tidak melakukan pembayaran sesuai dengan 
perjanjian yang mana setiap minggungya harus membayar angsuran sebesar 
Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). Karena hal tersebut pihak koperasi 
mengeluarkan surat peringatan terhadap debitur yang mana isinya teguran 
pihak koperasi supaya debitur segera melakukan prestasinya, dasar teguran, 
dan tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi. 
Bilamana debitur melakukan kelalaian tersebut, maka pihak koperasi 
akan memberikan kesempatan kepada pihak debitur untuk memulihkan 
keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya 
pemberitahuan. Jika anggota masih mengalami masalah maka anggota bisa 
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berkonsultasi dengan manager cabang untuk mencari penyelesaian dan solusi 
untuk usaha dan kebijakan pembiayaan. 
Dalam proses perjanjian pinjam meminjam antara koperasi dengan nasabah 
pada koperasi mitra dhuafa cabang jatinom tata tertib koperasi yang termuat 
dalam peraturan, hak dan kewajiban, formulir untuk mengajukan pinjaman ke 
koperasi adalah yang memutuskan koperasi. Jika nasabah tersebut setuju dengan 
ketentuan yang disebutkan koperasi maka nasabah harus mengajukan 
permohonan pinjman dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh 
koperasi baik secara administrasi maupun secara hukum. 
Dalam proses perjanjian pinjam meminjam antara koperasi dengan nasabah 
sebelumnya calon debitur harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 
oleh koperasi baik secara administrasi maupun secara hukum. 
Persyaratan administrasi disini dalam perjanjian antara koperasi dengan 
nasabah menggunakan perjanjian baku karena semua ketentuan-ketentuan 
koperasi seperti peraturan, hak dan kewajiban, tata tertib, formulir, syarat-syarat 
semua di tentukan oleh koperasi. Disini nasabah tidak diberikan hak untuk ikut 
dalam pembuatan perjanjian baku tersebut, karena perjajian tersebut telah dibuat 
terlebih dahulu oleh pihak koperasi sebelum nasabah melakukan perjanjian 
pinjam meminjam. Sedangkan nasabah tinggal membaca dan memahami 
ketentuan yang telah dibuat oleh koperasi. Di sini nasabah hanya diberikan 
pilihan apabila menyetujui ketentuan tersebut maka nasabah harus memenuhi 
seluruh syarat-syarat agar bisa melakukan perjanjian pinjam meminjam. 
Kesanggupan atau persetujuan itu ditandai dengan tanda tangan antara koperasi 
dengan nasabah. 
Persyaratan dalam hukum yang digunakan untuk mengikat antara pihak 
yang melakukan perjanjian tersebut terdapat pada Pasal 1230 KUHPerdata, 
antara lain: Sepakat mereka yang mengikat dirinya Apabila kedua belah pihak 
telah sepakat dengan perjanjian baku yang telah dibuat dengan menandatangani 
maka akan timbul kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga perjanjian 
baku tersebut telah dilaksanakan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
Dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam pihak koperasi memberikan 
patokan dalam kecakapan kepada calon debitur. Cakap artinya orang-orang yang 
7 
 
membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil 
balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum sehingga dapat 
membuat suatu perjanjian, dan telah berumur minimal 18 tahun/ sudah menikah. 
Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 
1330 KUHPerdata, yaitu: Orang yang belum dewasa, Orang yang ditaruh 
dibawah pengampuan. Suatu hal tertentu 
Suatu hal atau obyek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang 
diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan. 
Objek yang diperjanjikan disini adalah perjanjian pinjam meminjam yang berupa 
uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk wirausaha 
tanpa adanya jaminan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.Suatu 
sebab yang halal Dalam perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar 
perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. 
Setelah terpenuhinya seluruh persyaratan administrasi dan hukum tindakan 
dari pihak koperasi adalah melakukan pengecekan langsung ke lapangan yang 
dilakukan oleh manager dari koperasi tersebut .manager melakukan pengecekkan 
terhadap data-data dalam permohonan yang telah diajukan oleh calon debitur. 
Demi terciptanya suatu persetujuan antara kedua belah pihak yang 
menginginkan adanya kegiatan yang saling menguntungkan dan demi terciptanya 
perekonomian masyarakat yang sehat maka pihak-pihak atau lembaga pemberi 
pinjaman termasuk koperasi harus melakukan penelitian terhadap debitur selaku 
penerimaan pinjaman pada faktor-faktor yang harus dimiliki  debitur sebelum 
menerima pinjaman, faktor-faktor tersebut lazim disebut dengan the five C’5 of 
credit analisys sebagai ukuran untuk menganalisis kemampuan debitur tentang 
kesanggupan debitur agar dapat mengembalikan pinjamannya dalam suatu 
permohonan pinjaman. The five C’5 of the credit analysis tersebut terdiri dari: 
character, Capital, Capacity, Collateral, Codition of Economy. 
Dalam perjanjian antara koperasi dengan nasabah merupakan suatu 
perjanjian baku yang telah dibuat oleh koperasi, yang kemudian nasabah tinggal 
memahami dan apabila setuju nasabah harus mengisi formulir tersebut dan 
menandatangani formulir tersebut dengan penandatanganan antara koperasi 
dengan nasabah maka sejak saat itulah perjanjian antara nasabah dan koperasi 
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terjadi dan mengikat keduanya. Setelah terjadi perjanjian menimbulkan 
hubungan hukum antara kedua belah pihak yang mengakibatkan masing-masing 
pihak melakukan hak dan kewajiban. 
Peraturan serta hak dan kewajiban antara koperasi dengan nasabah, Dalam 
melakukan perjanjian pinjam meminjam harus memenuhi syarat-syarat hukum 
yang tercantum dalam Pasal 1230 KUHPerdata, antara lain: 1) Sepakat mereka 
yang mengikat dirinya, 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) Suatu 
hal tertentu, 4) Suatu sebab yang halal. 
Dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian 
dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah 
tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa 
pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-
barang tersebut. Hal tersebut berarti bahwa pihak nasabah harus mengembalikan 
pinjaman uang yang telah dipakai kepada pihak koperasi sesuai dengan yang 
telah dipinjamkan antara keduanya. 
Dengan demikian perjanjian pinjam meminjam menimbulkan dan berisi 
ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak oleh karena 
masing-masing saling mengikatkan diri untuk melakukan hak dan 
kewajiban.Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam perjanjian pinjam 
meminjam pada Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Jatinom adalah dalam Pasal 
1313 KUHPerdata. 
Seperti yang tercantum dalam dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang 
menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat 
ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-
alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.Suatu perjanjian 
harus dilakukan dengan itikad baik. 
Setelah kedua belah pihak mengikat timbulah hak dan kewajiban yang 
terdapat dalam akad jual beli Nomor: 142-01/MBA/KMD-JTN/III/2018 yang 
berisikan fasilitas pinjama, jangka waktu pinjaman, syarat-syarat penarikan, 
pembayaran kembali, pembayaran di percepat, pembatasan terhadap tindakan 
debitur, penghentian pinjaman sebelum jangka waktunya, akibat berakhirnya 
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jangka waktu pinjaman, kewajiban debitur untuk tunduk kepada segala petunjuk 
dan peraturan koperasi. 
Hal ini berarti bahwa setelah terjadi kesepakatan maka kedua pihak harus 
menjalankan isi perjanjian yang telah di sepakati atau harus mentaati isi 
perjanjian yang di buat dengan itikad baik sebagaimana ia harus mentaati 
peraturan-peraturan yang berlaku. 
Apabila kewajiban itu dilanggar maka harus bertanggung jawab atas dasar 
wanprestasi yang terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyebutkan 
bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu 
perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan 
lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus 
diberikan atau dibuatnya, hanya diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu 
yang telah di lampauinya. 
Tanggung jawab muncul apabila terjadi kesalahan, dalam hal ini nasabah 
tidak mampu membayar angsuran yang ada dalam perjanjian selama jangka 
waktu yang di tentukan, maka pembayaran angsuran di bebankan kepada anggota 
kelompok berdasarkan system tanggung renteng  berdasar kelompok. 
Nasabah terlambat melakukan prestasinya sehingga pihak koperasi 
mengeluarkan surat peringatan kepada nasabah agar dapat melakukan prestasinya 
kembali sesuai dengan pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan “penggantian 
biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai 
diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi 
perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau 
dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah di 
lampaukannya”. Dengan adanya surat peringatan tersebut apabila nasabah masih 
mempunyai itikad baik dengan melakukan kewajibannya untuk terus mengangsur 
setiap bulannya maka debitur telah melakukan prestasinya lagi kepada Koperasi 
Mitra Dhuafa. 
Contoh konkrit dari kesalahan karena wanprestasi yang dilakukan oleh 
nasabah atau debitur yaitu si debitur melakukan pinjaman kepada koperasi 
sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan margin untuk koperasi Rp 
500.000 (lima ratus ribu)  pembayaran angsuran di lakukan sebanyak 50 minggu 
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dengan angsuran sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu) setiap minggu sesuai 
jadwal angsuran. Apabila debitur tidak membayar angsuran pokok berikut 
margin keuntungan 3 (tiga) kali berturut-turut maka debitur akan di kenai denda 
sebesar 3%.  Dan apabila debitur tidak memmbayar angsuran selama perjanjian 
tersebut di buat maka tidakan koperasi adalah menagih secara langsung dengan 
mendatangi kerumah debitur. Hal tersebut berkaitan dengan bentuk wanprestasi 
antara lain: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, 
Melakukan apa yang di perjanjian, tetapi tidak sebagaimana yang di    
perjanjikan. 
Perbuatan tersebut di nyatakan wanprestasi karena ia tidak melakukan 
kewajibannya. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan 
“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, 
barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai 
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus 
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang 
waktu yang telah di lampaukannya”. Maka debitur harus melakukan ganti 
kerugian atas perbuatan tersebut. 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
Pertama, Dalam melakukan proses perjanjian kredit antara koperasi dengan 
nasabah harus memenuhi seluruh tata tertib yang telah ditentukan dari mulai awal 
sebelum terjadinya perjanjian, nasabah harus memenuhi seluruh persyaratan 
administrasi dan persyaratan hukum. 
Pada saat terjadinya perjanjian tersebut apabila kedua belah pihak setuju 
dengan semua ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut maka 
kedua belah pihak melakukan kesepakatan atau persetujuan yang ditandai dengan 
tandatangan kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. 
Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan 
terjadinya perjanjian pinjam meminjam akan menimbulkan hubungan hukum 
yang mengikat kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya. 
Nasabah juga harus mematuhi aturan atau ketentuan-ketentuan yang telah di 
tentukan oleh pihak koperasi. 
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Kedua, Peraturan Serta Hak Dan Kewajiban Antara Koperasi Dengan 
Nasabah.Peraturan yang digunakan antara koperasi dengan nasabah dalam 
melakukan perjanjian pinjam meminjam ini sesuai dalam pasal 1320 
KUHPerdata, yaitu: 1) Sepakat yang mengikat dirinya. 2) Kecakapan untuk 
membuat suatu perikatan. 3) Suatu hal tertentu. 4) Suatu sebab yang halal. 
Yang mana dalam terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak 
menimbulkan hubungan hukum yang mengikat yang telah diatur dalam pasal 
1338 KUHPerdata. Setelah kedua belah pihak terikat timbulah hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi yang terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam 
Nomor: 142-01/MBA/KMD-JTN/III/2018. Apabila salah satu hak ataupun 
kewajiban ada yang dilanggar maka akan menimbulkan wanprestasi karena 
adanya kesalahan, disini nasabah tidak mampu membayar angsuran selama 
beberapa kali. Dan yang telah melanggar harus bertanggung jawab terhadap 
kesalahan tersebut yang terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdata. 
Adanya kesepakatan yang telah mengikat antara kedua belah pihak 
mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban. Hal dan kewajiban dilakukan 
secara timbal balik antara koperasi dengan nasabah. Kewajiban koperasi 
merupakan hak dari nasabah, begitu pula sebaliknya kewajiban nasabah 
merupakan hak dari koperasi. Kewajiban koperasi adalah menyediakan pinjaman 
untuk nasabah sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan nasabah berkewajiban 
untuk melunasi seluruh pinjamannya termasuk bunga, kelebihan tarik dan bunga 
tunggakan serta biaya-biaya lain yang di bebankan oleh koperasi kepada nasabah 
selambat-lambatnya sampai dengan tanggal berakhirnya perjanjian tersebut. 
Ketiga, tanggung jawab muncul apabila terjadi kesalahan, apabila dengan 
surat peringatan dan pemanggilan ketua kelompok debitur tidak melakukan 
pemenuhan prestasi, maka pihak koperasi menentukan bahwa debitur telah 
melakukan wanprestasi. Sehingga harus bertanggung jawab berdasarkan 
wanprestasi sesuai pasal 1234 KUHPerdata dengan mengganti kerugian. 
4.2 Saran 
Bagi pihak koperasi dalam melakukan penilaian terhadap perjanjian pinjam 
meminjam, pihak koperasi harus mempertimbangkan dengan kehati-hatian 
apakah permohonan nasabah tersebut layak untuk dikabulkan atau tidak dengan 
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prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh koperasi yaitu 5C antara lain: 
Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition Of Economy. Dalam 
perjanjian pinjam meminjam ini diharapkan pihak koperasi harus lebih tegas 
pada perjanjian agar nasabah paham dan mematuhi perjanjian yang telah 
disepakati tersebut. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari atau 
mengantisipasi munculnya nasabah lalai yang berupa wanprestasi. 
Bagi Nasabah, bagi nasabah yang akan melakukan perjanjian pinjam 
meminjam dengan koperasi sebelumnya harus meminta penjelasan kepada pihak 
koperasi tentang keseluruhan isi dan penyelesaian dari perjanjian tersebut karena 
disini pihak koperasi yang menyediakan pinjaman dan yang membuat perjanjian 
kepada nasabah. Apabila perjanjian tersebut telah disetujui oleh pihak koperasi 
maka nasabah diwajibkan untuk melaksanakan perjanjian pinjam meminjam 
tersebut dengan itikad baik sampai dengan angsuran pinjamannya selesai atau 
lunas, sehingga tidak terjadi wanprestasi yang dapat menimbulkan permasalahan 
antara pihak koperasi dengan nasabah. 
Bagi Masyarakat Umum, untuk masyarakat umum diharapkan untuk lebih 
berhati-hati dan bijak dalam setiap melakukan suatu perbuatan hukum yang salah 
satu diantaranya mengajukan pinjaman di koperasi. Sebelum melibatkan diri 
dalam suatu perjanjian pinjam meminjam sebagai calon nasabah harus bisa 
menilai kemampuan diri sendiri apakah mampu untuk membayar angsuran atau 
tidak. 
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